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Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap." (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
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Abstrak 

 

Notaris dalam menjalankan jabatanya harus tunduk dan patuh dengan apa 

yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris yang melanggar 

terhadap ketentuan UUJN akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang termaktub 

dalam UUJN, jenis sanksi terhadap Notaris ada dua yaitu sanksi perdata dan 

administratif, dalam Pasal 12 huruf D mengatakan Notaris dapat diberhentikan 

dengan tidak hormat oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat dikarenakan 

melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan dalam jabatan, tentu 

saja makna Pasal 12 huruf D tersebut sangatlah subyektif karena UUJN tidak 

memberikan kategori sanksi yang masuk dalam pelanggaran ringan hanya mengatur 

sanksi pelanggaran berat yang mana pelanggaran tersebut berupa melanggar 

kewajiban dan larangan dalam jabatan, dalam hal ini penulis akan mengkaji apakah 

sanksi tersebut sejalan dengan asas proporsional dan teori koherensi atau tidak.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan pada Undang-Undang 

(Statute Approach) dan pendekatan secara konseptual (Conseptual Approach), 

Adapun hasil daripada penelitian ini yaitu pelanggaran berat yang dimaksud 

oleh Pasal 12 huruf D dengan melanggar kewajiban dan larangan sebenarnya tidak 

proporsional dikarenakan pelanggaran dengan saknsinya tidak seimbang atau 

proporsional, seyogyanya yang proporsional adalah pelanggaran berat yang 

melanggar hak individu dan melanggar harkat dan martabat seorang notaris bukan 

melanggar kewajiban dan larangan dalam jabatan, parameter penilaianya 

berdasarkan kualitas pelanggarannya, kemudian norma Pasal 12 huruf D tersebut 

merupakan norma yang terikat dengan Pasal 77 UUJN sehingga apabila dimaknai 

menggunakan norma Pasal 77 tersebut maka ada inkoheren atau inkonsistensi 

norma, sehingga yang koheren adalah disesuaikan dengan kapasitas dan kualitas 

pelanggaran yang mana perbuatanya haruslah melanggar hak individu serta 

melanggar harkat dan martabat jabatan Notaris.  

Kata kunci: Proporsional, Sanksi, Koherensi, Notaris. 
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Abstract 

 

Notaries in carrying out their duties must be subject to and comply with what 

is stipulated in the Law on the Notary Position, Notaries who violate the provisions 

of the UUJN will be subject to sanctions in accordance with those stipulated in the 

UUJN, there are two types of sanctions against Notaries, namely civil and 

administrative sanctions, in Article 12 letter D it says Notaries can be dishonorably 

dismissed by the Minister on the proposal of the Central Supervisory Council for 

committing gross violations of obligations and prohibition in office, of course the 

meaning of Article 12 letter D is very subjective because the Law does not provide 

a category of sanctions that are included in minor violations, only regulates 

sanctions for serious violations where the violation is in the form of violating 

obligations and prohibitions in office, in this case the author will examine whether 

the sanctions are in line with the principle of proportionality and the theory of 

coherence or not.  

The research method used in this study is using a normative juridical method 

by approaching the Law (Statute Approach) and a conceptual approach 

(Conceptual Approach).  

The results of this study are that the gross violations referred to by Article 

12 letter D by violating obligations and prohibitions are actually disproportionate 

because the violations with the sanctions are not balanced or proportionate, the 

proportionate should be a serious violation that violates individual rights and 

violates the dignity and dignity of a notary not violating obligations and 

prohibitions in office, the assessment parameters are based on the quality of the 

violation, then the norm of Article 12 letter D is a norm that is bound by Article 77 

of the UUJN so that if interpreted using the norm of Article 77, there is an 

incoherence or inconsistency of the norm, so that what is coherent is adjusted to 

the capacity and quality of the violation where the act must violate individual rights 

and violate the dignity and dignity of the position of Notary.  

Keywords: Proportional, Sanction, Coherence, Notary. 
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Ringkasan 

Sanksi merupakan salah satu cara untuk menerapkan suatu norma atau 

peraturan. Sanksi menurut hukum merupakan sanksi yang memang sudah diatur 

dalam peraturan. Segala peraturan yang ada yang memuat maupun syarat akan 

suatu pernyataan terhadap akibat dari tindakan-tindakan hukum, akibat-akibat 

hukum itulah dikatakan sebagai sanksi.  

Sanksi merupakan instrumen pemaksa, selain sebagai bentuk daripada 

hukuman, sanksi juga digunakan sebagai alat untuk seseorang tunduk dan patuh 

terhadap peraturan yang telah ada. Sanksi dapat diartikan sebagai alat pemaksa 

terhadap hubungan apabila tidak taat terhadap perjanjian. Philipus M. Hadjon 

mengatakan bahwa sanksi merupakan instrumen kekuasaan yang bersifat hukum 

publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi atas suatu tindakan 

ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.  

Dalam Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris mengartikan bahwa sanksi 

sebagai suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang 

dimaksudkan sebagai suatu sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan sebagai 

alat untuk mendisiplinkan anggota perkumpulan maupun orang lain yang 

memangku dan menjalankan jabatan Notaris. 

Sanksi dalam UUJN terbagi menjadi dua sanksi adminstratif dan sanksi 

perdata. Sanksi administratif dan perdata yang menjadi tujuanya adalah perbuatan 

yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Ketentuan pelanggaran berat yang 

termaksutb dalam Pasal 12 huruf D UUJN merupakan salah satu jenis sanksi yang 

ada dalam UUJN, Pasal 12 huruf D mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
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pelanggaran berat adalah dengan melanggar kewajiban dan larangan dalam jabatan 

maksutnya disini melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 16 dan Pasal 17 

UUJN.  

Norma Pasal yang termaktub dalam Pasal 12 huruf D tersebut sangatlah 

subyektif dikarenakan penafsiranya sangat bergantung kepada orang yang 

menafsirkan dan juga tidak ada parameter yang jelas dalam UUJN yang 

mengatakan kapan suatu tindakan itu dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran 

berat dan tindakan pelanggaran ringan, sehingga norma Pasal 12 huruf D tersebut 

membuka ruang untuk ketidakadilan dikarenakan subyektifitas pemberi sanksi.  

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan dua 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini yaitu; 

1. Apakah ketentuan sanksi pelanggaran berat yang terdapa dalam Pasal 12 

huruf D sejalan dengan prinsip proporsionalitas? 

2. Apakah sanksi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf D sejalan dengan 

Teori Koherensi? 

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penliti menguraikan 

dengan singkat sebagai berikut, Hans Kelsen dalam bukunya pure theory of law 

mendefinisikan norma sebagai norma yang terikat. Dalam dunia hukum, Undang-

Undang yang disusun oleh badan legislatif, berisi norma yang bersifat menetapkan 

perilaku tertentu yang harus dilakukan (norma kesatu), kemudian norma yang 

menerapkan sanksi atas tidak dilakukanya atau tidak dipatuhinya norma yang 

berkaitan dengan tindakan yang tidak dilakukan (norma kedua), kemudian norma 

terhadap tindakan yang tidak dilakukan bukan merupakan norma yang bebas atau 
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berdiri sendiri, melainkan norma yang pada dasarnya memiliki keterikatan norma 

yang berkaitan dengan sanksi.  

Norma terikat adalah norma yang menentukan makna norma lain, dengan 

memberikan definisi pada sebuah konsep yang digunakan dalam norma kedua atau 

dengan secara otentik menafsirkan norma kedua. Contohnya Pasal 12 huruf D 

UUJN mengatakan bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena 

melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam jabatan (sebagai 

norma kesatu), hal tersebut menjelaskan sanksi yang diterapkan kepada Notaris 

yang mana sanksi tersebut terikat dengan norma lain yang ada dalam UUJN yaitu 

norma yang terdapat dalam Pasal 77 UUJN yang mengatakan bahwa Majelis 

Pengawas Pusat memiliki wewenang untuk mengusulkan kepada Menteri dengan 

usulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (sebagai 

norma kedua), kemudian norma tersebut juga memiliki keterikatan dengan Menteri 

yang memutuskan untuk memberhentikan Notaris dengan tidak hormat atas 

pelanggaran yang dilakukanya sesuai dengan Pasal 12 huruf D. Norma yang 

termaktub dalam Pasal 77 menurut Habib Adjie memberikan makna pemberhentian 

dengan tidak hormat yang diterapkan kepada Notaris tidak melalui jenjang sanksi , 

dalam arti bahwa Notaris bisa diberhentikan dengan tidak hormat secara langsung, 

tentu Pasal tersebut sangat subyketif dan tidak sejalan dengan prinsip 

proporsionalitas maupun konsep koherensi sehingga perlu adanya perumusan ulang 

terkait norma yang terdapat dalam Pasal tersebut  

Pemberhentian dengan tidak hormat yang diterapkan kepada Notaris 

terkesan memiliki makna yang buruk, sehingga perlu adanya perumusan ulang 
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terakit pelanggaran berat yang dilakukan oleh Notaris, yakni apa saja kategorinya, 

penulis mencoba menulis parameter kategori tindakan pelanggaran berat bukan 

yang melanggar kewajiban dan larangan dalam jabatan tetapi perbuatan yang 

masuk dalam kategori tindakan berat haruslah tindakan yang melanggar hak 

individu orang lain serta melanggar harkat dan martabat jabatan Notaris, barulah 

pelanggaran berat tersebut dikatakan proporsional atau seimbang dengan sanksi 

yang diterapkan.  

Apabila menilai tindakan yang dilakukan oleh Notaris yang termaksub dalam 

Pasal 12 huruf D menggunakan parameter kualitas, maka pemberhentian dengan 

tidak hormat yang dijatuhkan kepada Notaris tidak memenuhi kualitas pelanggaran 

itu karena pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf D hanya bersifat 

administratif, sehingga sanksinya sangat subyektif, tidak proporsional dna tidak 

mencerminkan keadlian dan perlindungan hukum bagi seorang Notaris. Mengingat 

norma yang termaksut dalam Pasal 12 huruf D merupakan norma yang bersifat 

terikat, apabila memaknai norma Pasal 12 huruf D dengan Pasal 77 UUJN maka 

terjadi inkoheren atau inkonsistensi norma, sehingga dapat dikatakan bahwa norma 

yang koheren adalah pelanggaran berat tersebut disesuaikan dengan kualitas 

pelanggaran yang dilakukan, dengan catatan bahwa sanksinya haruslah melanggar 

hak individu orang lain serta merendahkan harkat dan martabat jabatan Notaris 

barulah dapat dikatakan sejalan dengan teori koherensi norma Pasal 12 huruf D 

tersebut.  
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